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ABSTRACT
Hakikat berlakunya prinsip non-refoulement sebagai hukum kebiasaan internasional dalam penanganan pengungsi di Indonesia
menjadi menarik untuk dikaji. Pasal 33 Konvensi 1951 tentang Pengungsi menyebutkan bahwa negara anggota dilarang mengusir
atau mengembalikan pengungsi dengan cara apa pun ke wilayah dimana hidup dan kebebasannya akan terancam karena ras, agama,
kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politiknya. Pada kenyataannya, banyak negara anggota yang
tidak menjalankan prinsip ini dengan benar. Di sisi lain, Indonesia sebagai negara non-anggota secara konsisten menjalankan
prinsip non-refoulement, meskipun belum memiliki instrumen hukum tentang penanganan pengungsi. Untuk itu, penelitian ini akan
menjawab pertanyaan-pertanyaan: (1) Bagaimanakah pengaturan konsep prinsip non-refoulement dalam berbagai sistem hukum?
(2) Bagaimanakah kedudukan prinsip non-refoulement dalam berbagai sistem hukum? (3) Apakah hakikat berlakunya prinsip
non-refoulement dalam penanganan pengungsi di Indonesia?
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang mengumpulkan data sekunder melalui studi kepustakaan, dengan
menggunakan pendekatan-pendekatan sejarah, perundang-undangan, perbandingan, studi kasus, dan filosofis terhadap bahan
hukum yang ada, kemudian dianalisis secara preskriptif analitis.
Kesimpulan penelitian disertasi ini adalah: (1) Masing-masing sistem hukum memiliki perbedaan dalam pengaturan konsep prinsip
non-refoulement. Secara garis besar, perbedaan tersebut dapat dianalisis berdasarkan para pihak yang terikat maupun yang
dilindungi, batasan territorial kewajiban terhadap prinsip non-refoulement, perbuatan yang dilarang, wilayah atau tempat yang
dilarang, serta bentuk-bentuk ancaman yang dihadapi. Adapun persamaannya adalah prinsip non-refoulement berdasarkan pada asas
perlindungan hak-hak dasar, khususnya perlindungan jiwa manusia; (2) Kedudukan prinsip non-refoulement sebagai hukum
kebiasaan telah dipraktikkan oleh masyarakat internasional dalam berbagai sistem hukum, bahkan sebagian ahli telah menyatakan
bahwa kedudukan prinsip non-refoulement sebagai hukum kebiasaan internasional yang tidak dapat dikurangi kewajiban
pelaksanaannya; (3) Indonesia telah mempraktikkan prinsip non-refoulement selama ini dengan pendekatan kedaulatan negara
absolut. Pada hakikatnya Indonesia mentaati prinsip non-refoulement didasarkan pada alasan moralitas, kebutuhan sebagai sesama
masyarakat internasional dan solidaritas bangsa-bangsa, terutama nilai-nilai kemanusiaan yang telah terinternalisasi dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara.
Saran yang ditawarkan adalah: (1) Pengaturan Pasal 33 Konvensi 1951 masih belum secara tegas mengatur tentang batasan
kewajiban prinsip non-refoulement. Untuk itu, pada tataran internasional, perlu dirumuskan sebuah instrumen hukum tambahan
yang menjelaskan secara jelas konsep penerapan prinsip non-refoulement yang seragam dan universal sebagai panduan, sehingga
tidak ditafsirkan berbeda-beda sesuai dengan kepentingan masing-masing negara; (2) Kedudukan prinsip non-refoulement sebagai
hukum kebiasaan internasional perlu diatur kembali dalam instrumen hukum nasional masing-masing negara, khususnya
negara-negara non-anggota Konvensi, sehingga memiliki kekuatan mengikat pada tataran internasional maupun nasional; (3)
Indonesia perlu mengatur dan merumuskan konsep prinsip non-refoulement yang selaras dengan hukum internasional dengan tetap
mempertahankan kepentingan nasional dan nilai-nilai moral bangsa.
